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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4036 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas

Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor

melalui Surat Dekan Nomor 1035/UN17.13/HK.02.03/2025,

tanggal 20 Oktober 2025 tentang Dosen Pendamping Lapangan

(PKL) Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya

Mengingat

Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas
Mulawarman.

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

4.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024

tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang

7.

Pendirian Universitas Mulawarman;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas

Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009
tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;






